
 

PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG 

PERKARA PENIPUAN YANG DILAKUKAN 

OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 

DALAM SISTEM PERADILAN MILITER 

 

 

 

 

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Pada Bidang Kajian Utama Hukum Pidana 

 

Oleh: 

 

JELITA SISILIA AZ ZAHRA 

02011382126500 

 

 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

PALEMBANG 

 2025 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ii 



 

 
 

 

 

 

 

iii 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

 

“A past ago i said ‘keep going & never stop’, 

and finally she’s on her ‘i pass it, i did it”. 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Barang bukti merupakan suatu benda atau barang yang berperan sebagai 

penopang dalam proses penyidikan suatu tindak pidana dan digunakan untuk 

menyangkal suatu dakwaan. Barang bukti juga harus ditata dan dijaga dengan 

benar agar tidak mengalami kerusakan, hilang, atau diubah sebelum digunakan 

dalam proses hukum. Dalam memperoleh barang bukti harus melakukan 

penyitaan sesuai yang tertera dalam KUHAP seperti barang bukti yang 

bergerak.1 

Pembuktian merupakan suatu perbuatan membuktikan. Dengan 

memberikan dan memperlihatkan bukti, fakta yang konkrit, melakukan 

kebenaran, dan meyakinkan. Menurut pendapat R. Subekti bahwa membuktikan 

ialah meyakinkan Majelis Hakim mengenai kebenaran. 2 Pembuktian tidak 

terlepas dari peran aparat penegak hukum. Dalam suatu pembuktian tidak 

mungkin terdapat kebenaran yang mutlak, karena semata-mata hanya bersifat 

relatif, pasti bermula dari pengalaman, penglihatan, dan pemikiran. 3 Peran 

pembuktian sebagai barang bukti dalam perkara pidana di Indonesia merupakan 

elemen yang paling penting, karena keabsahannya sangat menentukan dalam 

proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, barang bukti tersebut merupakan 

 

 

1Romy Boby Manumpahi Dkk, Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara 

Pidana Berdasarkan KUHAP, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, 2021, Hlm. 199. 
2Eddy OS. Hiarieej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 2-3. 
3M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Gradfika, Jakarta, 

2003, Hlm. 286. 
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segala sesuatu yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. 

Barang bukti memiliki kaitan yang sangat erat dengan dasar yang dapat 

memperkuat hakim untuk menjadikan alat bukti dalam membuktikan suatu 

perkara pidana. Terkhususnya, barang bukti uang perkara penipuan memiliki 

karakteristik khusus yang harus diawasi secara ketat, mengingat bahwa akan 

berdampak krusial apabila disalahgunakan.4 

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan ke 

dalam kejahatan terhadap benda maupun orang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu maupun martabat palsu, 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan sesuatu, diancam karena penipuan dengan pidana penjara 

paling lama 4 tahun”. Maraknya tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam 

masyarakat, terlebih lagi bukan hanya di warga sipil melainkan di kalangan 

anggota TNI dimana merupakan suatu alat negara yang bertugas 

mempertahankan negara, menjaga serta mempertahankan kedaulatan negara. 

Tindak pidana penipuan dengan alih-alih meluluskan Calon Siswa (Casis) 

rekrutmen TNI bukan suatu hal yang baru. Kasus seperti ini sudah sering terjadi 

hanya dengan bermodalkan kemampuan dalam berbicara sehingga dapat 

 

 

 

 

4Julius Bernat Hasibuan, Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, 2019, 

Hlm. 11. 
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meyakinkan seseorang untuk percaya. 5 Beberapa faktor yang menyebabkan 

banyak orang berminat menjadi anggota TNI ialah karena lapangan kerja yang 

kian hari semakin kecil, persepsi bahwa menjadi prajurit TNI memiliki masa 

depan yang terjamin, persentase idealisme dan nasionalisme yang tinggi dalam 

berbakti kepada negara dan pandangan orang-orang terhadap prajurit TNI 

sebagai sosok yang gagah, berani, disiplin, bertanggung jawab serta rela 

berkorban untuk negara.6 

Sanksi dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwasannya diatur 

dalam Pasal 378 KUHP, seseorang yang terbukti melakukan penipuan diancam 

pidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota 

TNI tidak hanya berpatok pada KUHP, akan tetapi termasuk ke dalam ketentuan 

hukum militer. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), 

mengatur seorang militer mengenai tindakan-tindakan berupa pelanggaran, 

kejahatan, larangan maupun keharusan yang dapat diancam sanksi pidana nya.7 

Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran norma dalam 

hukum pidana militer tercantum dalam Pasal 6 KUHPM pidana pokok yaitu 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan. Sedangkan 

 

5Agung Suryo Utomo, Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan 

Penggelapan yang dilakukan oleh Anggota Militer (Studi Kasus:Pomdam IV/Diponegoro), Jurnal 

Universitas Islam Sultan Agung, 2023, Hlm 4-5. 
6Rafiqatul Husna Fadhilah & Faisal Riza, Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara 

Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum 

Humaniora dan Politik (JIHHP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4 No. 5, 2024, 

Hlm. 1524. 
7S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Tentara 

Nasional Indonesia) Jakarta, 2010, Hlm. 18. 
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pidana tambahan nya berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, 

dan pencabutan hak-hak. 

Setiap militer merupakan orang yang terdidik dan terlatih untuk menerapkan 

norma di kehidupan sehari-harinya. Warga militer harus taat pada aturan yang 

telah ditentukan dengan konkrit dan pelaksanaan nya diawasi dengan ketat. 

Militer dan sipil mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, yang 

membedakan ialah memiliki tugas dan tanggung jawab penuh untuk menjaga 

kedaulatan dan keutuhan bangsa negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, 

tantangan serta hambatan. Dalam melakukan tugasnya, ada hal lain yang 

terpenting bagi militer yakni, kedisiplinan.8 

Seorang prajurit TNI, yang melanggar kedisiplinan dapat dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran disiplin dapat 

berupa perbuatan yang mencoreng nama baik institusi dan tindakan-tindakan 

lainnya yang melanggar tata tertib militer. Sebagaimana telah tercantum di 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Pasal 1 

ayat (5) pelanggaran ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota 

TNI tidak selaras dengan kehidupan militer berdasarkan Sapta Marga dan 

Sumpah Prajurit.9 

Majelis Hakim dalam Peradilan Militer terkait dengan penentuan status 

barang bukti dalam putusannya yaitu mengikuti aturan yang telah diatur di 

 

 

8Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 

2019, Hlm. 9-10. 
9Salmanita Shalsabella Pramudita & Iwan Triadi, Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran 

Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 

Universitas Veteran Jakarta, Vol. 1 No. 5, 2023, Hlm. 246. 
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dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yakni Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM) atau Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 10 Majelis Hakim seharusnya dalam 

memeriksa perkara pidana diwajibkan untuk memeriksa secara seksama dan 

menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti 

yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 172 Undang Undang 

RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa 

seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang 

bersalah sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 

1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah 

keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa,Surat dan Petunjuk.11 

Mengenai penentuan status barang bukti berupa uang dapat dilihat dalam 

putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 

pada tanggal 12 Juni 2024 yaitu Terdakwa atas nama RH melakukan tindak 

pidana penipuan terkait dengan penerimaan prajurit TNI AU di Lanud SMH 

Palembang. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa RH 

terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” 

dan memidana terdakwa dengan itu selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar 

 

 

10Nikmah Rosidah, Op. Cit, Hlm. 65 
11I. Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Hukum 

PRIORIS, Vol. 5, No. 2, (2016), Hlm. 129. 
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pidana tersebut tidak perlu dijalani. Kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim 

yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau 

melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 

8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer 

sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun. 

Majelis Hakim dalam putusannya juga menetapkan barang bukti berupa 

uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tunai 

sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Barang bukti 

dirampas untuk Negara dengan pertimbangan jika uang dikembalikan kepada 

para orang tua Casis, seolah-olah membenarkan praktik yang dilakukan oleh 

para orang tua kepada Terdakwa, sehingga berpotensi menyuburkan praktik 

kolusi dan nepotisme dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU. Namun 

faktanya, barang bukti uang tersebut milik korban yaitu keluarga Casis, 

meskipun di persidangan korban tidak menuntut uangnya dikembalikan karena 

anaknya sudah menjadi anggota TNI AU dan sekarang sudah berdinas. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENENTUAN 

STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA PENIPUAN YANG 

DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA 

(TNI) DALAM SISTEM PERADILAN MILITER”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan 

secara singkat, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dan dikaji dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait Penentuan Status Barang Bukti dalam 

Sistem Peradilan Militer ? 

2. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan Status Barang Bukti 

Uang perkara Penipuan dalam Sistem Peradilan Militer (dalam Putusan: 43- 

K/PM I-04/AU/IV/2024) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik utama dalam 

penelitian ini, maka tujuan yang ingin diraih dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi ketentuan hukum Status 

Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Militer. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam 

menentukan Status dari Barang Bukti berupa Uang perkara Penipuan dalam 

Sistem Peradilan Militer. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun secara umum manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan di 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

menjadi sumber pustaka mengenai pentingnya menentukan status barang 

bukti dalam persidangan. 

2. Manfaat Praktis 

 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para aparat penegak 

hukum mengambil keputusan yang proporsional dan adil sesuai dengan 

tingkat tindak pidana yang dilakukan. 

b. Hasil penelitian ini memberikan contoh nyata bagi prajurit TNI bahwa 

melakukan tindak pidana penipuan merupakan suatu pelanggaran dalam 

Sistem Peradilan Militer. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada 

seluruh warga masyarakat agar mengetahui pelanggaran dan penerapan 

sanksi dalam tindak pidana penipuan di Sistem Peradilan Militer. 
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E. Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka 

penulis membatasi permasalahan bagaimana Penentuan Status Barang Bukti 

Uang dalam Perkara Penipuan dalam Sistem Peradilan Militer. 

 

F. Kerangka Teori 

Dalam menganalisis permasalahan menentukan barang bukti statusnya 

menjadi hak milik negara, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Apabila berbicara mengenai kepastian hukum berarti mengacu pada 

kondisi dimana hukum tersebut harus konkrit, konsisten, dan dapat 

diperkirakan, sehingga memberikan keyakinan kepada Masyarakat mengenai 

penerapan hukum tersebut. Kepastian hukum juga sebagai salah satu cara 

untuk menciptakan suatu keadilan. Salah satu contoh kepastian hukum ialah 

dalam penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa 

yang melakukan atau setara di hadapan hukum.12 

Pada dasarnya, dengan adanya suatu prinsip memuat mengenai ketentuan- 

ketentuan umum yang menjadi patokan tingkah laku setiap orang dalam 

bermayarakat. Adanya kelangsungan aturan dapat menciptakan kepastian 

hukum, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud bahwasannya kepastian 

hukum terdapat dua makna, pertama terdapat aturan yang memiliki karakter 

umum sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang dibolehkan dan apa 

 

12Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2006, 

Hlm. 277. 
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yang dilarang. Kedua, keamanan hukum seseorang dari kesewenangan 

terhadap pemerintah karena seseorang dapat mengetahui apa yang 

dibebankan ataupun dilakukan oleh negara kepada seseorang.13 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu kepastian hukum 

akan meyakinkan seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah 

diterapkan. Begitupun sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum maka 

seseorang tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam mengontrol perilaku 

dan menimbulkan ketidakpastian atau ketidaktegasan sistem hukum.14 

Relevansi yang tepat untuk teori ini ialah menggunakan Restorative 

Justice. Restorative Justice merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan 

perkara yang didalamnya mengikutsertakan masyarakat, korban maupun 

pelaku kejahatan bertujuan mencapai suatu keadilan yang seadil-adilnya bagi 

setiap pihak yang terlibat. Sehingga, terciptanya suatu keadaan yang sama 

seperti sebelum terjadi kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang 

berkelanjutan. Sebagaimana dalam putusan Nomor: 43/K-PM I- 

04/AU/IV/2024 bahwa pihak korban atau para orangtua Casis tidak menuntut 

uangnya untuk kembali karena para Casis telah lulus dan tidak ada kendala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada 

Media Group, Hlm.136. 
14R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal 

Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, Hlm.194. 
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2. Teori Pembuktian 

Menurut Van Bummulen dan Molyatno, membuktikan ialah membuktikan 

kepastian yang sungguh-sungguh terjadi dan sebenarnya. Pembuktian dalam 

KUHAP tidak memuat mengenai pengertian pembuktian, melainkan hanya 

memuat jenis alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP.15 Hal itu dapat dilihat dari praktik dalam beracara di pengadilan 

yang terjadi bahwa upaya pembuktian dari tiap pihak harus menyerahkan 

bukti-bukti serta menguatkan keyakinan Hakim terhadap suatu kesalahan 

berdasar bukti-bukti tersebut. Pembuktian hanya diperlukan pada saat perkara 

di muka pengadilan. Pembuktian merupakan suatu proses dimana 

penggunaan alat alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, dan 

dilakukan melalui prosedur yang khusus, untuk dapat mengetahui kebenaran 

atau pernyataan yang menjadi perkara di pengadilan.diajukan untuk 

menyatakan benar atau tidaknya pernyataan tersebut.16 

Teori pembuktian terdapat dua yaitu pembuktian positif ialah alat bukti 

yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara positif. teori positif ini juga 

menyatakan pembuktian dilakukan menggunakan undang-undang, dokumen, 

keterangan saksi, dan pengakuan. Teori ini bergantung pada bagaimana 

kekuatan alat bukti dan hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara 

tersebut.alat bukti tersebut. Sedangkan teori pembuktian negatif hakim 

memutuskan perkara ini berdasarkan alat alat bukti yang telah ditetapkan oleh 

 

 

15Ali Imron & Muhamad Iqbal, Hukum Pembuktian, Unpam Press, Tangerang Selatan, 

2019, Hlm. 20. 
16Ibid. 
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undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Teori pembuktian negatif 

ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa apabila alat bukti tersebut telah limitative ditentukan di undang- 

undang dan didukung oleh keyakinan hakim itu sendiri.17 

Relevansi yang tepat untuk teori pembuktian ini ialah pembuktian negatif 

atau dapat disebut negatief wettelijke. Teori ini sangat terikat pada hakim 

berdasarkan alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh 

undang-undang, yaitu menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang 

didakwakan telah terbukti harus sesuai dengan jumlah alat bukti sekurang- 

kurangnya 2 (dua). 18 

Sebagaimana dalam putusan Nomor: 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 bahwa 

Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat alat bukti yang sah 

yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat. Maka dari itu, teori 

ini menganut pengaturan Pasal 172 ayat (1) pemeriksaan saksi secara 

bersama-sama guna meyakinkan hakim bila terdapat perbedaan dari 

penjelasan para saksi sehingga dijadikan alat bukti yang sah menurut undang- 

undang. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Seperti pendapat dari Mackenzei, ada beberapa teori yang digunakan 

oleh Majelis Hakim untuk menjatuhi putusan dalam suatu perkara, yakni:19 

 

 

 

17Ali Imron & Muhamad Iqbal, Op. Cit, Hlm. 35&36 
18Eddy OS. Hiarieej, Op. Cit, Hlm. 15. 
19Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 106. 
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a. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu 

kondisi yang terjadi bersifat sebanding atau setara. Keseimbangan ialah 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan 

antar pihak yang berhubungan dengan suatu perkara, seperti halnya 

adanya kesetaraan yang berhubungan dengan keperluan masyarakat, 

keperluan terdakwa, kepentingan korban, maupun keperluan pihak 

penggugat dan pihak yang tergugat. 

b. Teori Seni dan Naluri 

 

Pada saat menjatuhi putusan, hakim akan menyelaraskan kondisi 

dan hukuman yang setimpal bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim harus 

melihat kondisi dari pihak yang berperkara. Majelis Hakim menggunakan 

pendekatan ini pada saat penjatuhan putusan, dan lebih berpatok pada 

insting maupun naluri daripada pengetahuannya sendiri.20 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Pada saat menjatuhi putusan, hakim tidak boleh berpatok pada 

insting maupun nalar, melainkan harus didukung oleh ilmu dan wawasan 

yang ada pada dirinya pada saat memutuskan suatu perkara.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20Ibid. 
21Ibid. 
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d. Teori Berdasarkan Pengalaman 

Pengalaman yang dimiliki sangatlah penting pada saat menghadapi 

suatu perkara, karena dengan adanya pengalaman yang dimiliki seorang 

hakim dapaat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhi.22 

e. Teori Ratio Decidendi 

 

Teori ini didasari pada suatu prinsip filsafat yang berlandaskan, 

dimana mempertimbangkan segala perspektif-perspektif yang 

berhubungan erat dengan pokok perkara yang dipermasalahkan. Lalu, 

mencari ketentuan yang sifatnya tepat untuk digunakan dalam menjatuhi 

putusan serta pertimbangan hakim yang motivasinya jelas untuk 

menegakkan hukum dan mencapai suatu keadilan bagi para pihak yang 

berperkara.23 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang 

berdasarkan pada metode, sistematika serta pola pikir yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau lebih isu hukum tertentu dengan cara menganalisis 

sehingga mendapatkan pembahasan secara rinci terhadap fakta hukum dan 

mendahulukan pemecahan atas permasalahan yang timbul di isu yang 

berkaitan.24 

 

 

 

 

 

22Ibid. 
23Ibid. 
24Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group Jakarta:Kencana, 

2005, Hlm. 25. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk 

menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah 

menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif 

ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai 

norma, para ahli, serta bahan kepustakaan atau data sekunder yang telah ada 

sebelumnya dan dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang 

berkaitan dengan Penentuan Status Barang Bukti perkara Penipuan yang 

dilakukan oleh Anggota TNI. 25 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara 

mendalami isi dari peraturan perundang-undangan serta aturan yang 

berhubungan pada isu hukum yang digarap.26 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam kasus ini akan 

dianalisis berupa fenomena yang telah mendapatkan keputusan 

 

25Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, 

Hlm.47-48. 
26Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, Hlm. 34. 
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pengadilan yang bersifat berkekuatan hukum tetap. Terutama mengkaji 

putusan suatu pertimbangan Majelis Hakim yang telah final dan 

digunakan sebagai pendukung argumentasi dalam memecahkan 

permasalahan.27 

3. Sumber Bahan Hukum 

 

Adapun sumber bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

meneliti sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat terikat 

serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.28 Bahan hukum 

primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) 

 

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713) 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591) 

 

27Ibid, Hlm 12. 
28Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004, Hlm. 31. 
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6) Putusan Nomor 43-K/PM-I-04/AU/IV/2024. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder ialah berbentuk buku teks yang di dalamnya 

tertera prinsip-prinsip dasar hukum dan menurut teori para doktrin. 

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan untuk 

meneliti ialah: 

1) Buku mengenai Ilmu Hukum 

 

2) Makalah 

 

3) Jurnal Ilmu Hukum 

 

4) Artikel Ilmiah.29 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan arahan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: 

1) Kamus Hukum 

 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

 

3) Situs Web yang berkaitan dengan penelitian ini.30 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah dengan studei kepustakaaan atau dalam Bahasa 

 

29Pung Karnantohadi, Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia, Jakarta: 

Kencana, 2020, Hlm. 60. 
30Djulaeka & Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Scopindo, 2020, Hlm. 

89. 
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inggrisnya library research. Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari 

data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berasal dari peraturan 

perundang-undangan, putusan hakim, dan website yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian ini agar dapat lebih komprehensif. 31 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif 

menggunakan kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis terkait 

Penentuan Status Barang Bukti berupa Uang dalam perkara Penipuan yang 

dilakukan oleh Anggota TNI. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer 

I-04 Palembang Nomor: 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 tanggal 12 Juni 2024.32 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan 

kerangka berfikir berdasarkan kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian 

ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31Muhaimin, Op. Cit, Hlm. 64. 
32Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Jaya, Bandung, 2008, Hlm. 
33Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, Hlm. 33.
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